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ABSTRAK 
Rewijayanty Muhtar (E21111270), Transparansi Pengadaan 
Barang/Jasa pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan, xvi+70 Halaman+ 1 tabel+3 gambar+17 
daftar pustaka (2002-2014)+. Dibimbing oleh Dr. H. Badu Ahmad, M.Si 
dan Drs. Luthfi Atmansyah, MA 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip 
transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah pada Biro Umum dan 
Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam 
penelitian ini terdiri dari Kasubag Pengadaan dan Pemeliharaan bagian 
perlengkapan, Staf Ahli Bagian Perlengkapan, dan Rekanan. Data yang 
dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 
transparansi dalam pengadaan barang/jasa pada Biro Umum dan 
Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat di 
kategorikan transparan. Hanya saja dalam proses pemilihan penyedia 
masih rentan terjadinya kecurangan, masalah selanjutnya adalah 
mengenai faktor gangguan jaringan internet sehingga dapat menghambat 
penginputan data-data dalam situs LPSE. 
Kata Kunci: Transparansi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sulawesi 
Selatan 
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ABSTRACT 
Rewijayanty Muhtar (E21111270), Transparency Procurement of 
Goods/Services in General and Equipment Bureau Regional 
Secretariat of South Sulawesi province , xvi+70 pages+ 1 tables+3 
images+17 librarys (2002-2014). Supervised by Dr. H. Badu Ahmad, 
M.Si and Drs. Luthfi Atmansyah, MA 
This study aims to determine the application of the transparency 
principle of the procurement of goods/services in the General and 
Equipment Bureau regional Secretariat of South Sulawesi Province. 
This is a descriptive study. Data collected through observation, 
interviews, and documentation. Informants in this study consisted of Head 
of Procurement and Maintenance of equipment parts, expert staff 
Equipment section and Partner. The data were analyzed using qualitative 
analysis.  
The results showed that the application of the principle of 
transparency in the procurement of goods / services at the General and 
Equipment Bureau Regional Secretariat of South Sulawesi Province can 
be categorized transparent. However , in the process of selecting a 
provider is still vulnerable to fraud, the next problem is the Internet network 
interference factors that can inhibit inputting data in LPSE sites. 
 
Key Words: Transparency, Procurement of Goods/Services, South Sulawesi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang 
Penyelenggaraan negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan 
cita-cita bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam 
pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para 
penyelenggara negara dan pemimpin. Tata pemerintahan menyangkut cara-cara 
yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang 
dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan 
pihak swasta.  
Konsep Good Governance yang menjadi sebuah pijakan dalam 
menjalankan sebuah pemerintahan yang baik, berdasarkan UNDP Good 
Governance mempunyai prinsip pokok. 
Pertama, partisipasi yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam 
pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi 
institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun 
atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 
konstruktif. 
Kedua, rule of law yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan 
tanpa pandang bulu , terutama hukum untuk hak azazi manusia. 
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Ketiga, Transpararency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan 
arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung 
dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami 
dan dapat dimonitor. 
Keempat, responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus 
mencoba untuk melayani setiap stakeholders. 
Kelima, Consensus orientation, good governance menjadi perantara 
kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan 
yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. 
Keenam, equity yaitu semua warga negara, baik laki-laki maupun 
perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga 
kesejahteraan mereka. 
Ketujuh, effectiveness and efficiency. Proses-proses dan lembaga-
lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan 
menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 
Kedelapan, accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, 
sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik 
dan lembaga-lembaga stakeholders. 
Kesembilan, Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus 
mempunyai perspektif Good Governance dan pengembangan manusia yang luas 
dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan 
semacam ini. 
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Di kebanyakan negara berkembang, perhatian utama terhadap Good 
Governance dalam kaitan dengan penggunaan otoritas dan manajemen sektor 
publik, adalah pervasifnya korupsi yang cenderung menjadi karakter tipikal yang 
melekat. Bahkan di beberapa negara terbukti bahwa budaya korupsi telah begitu 
melekat di dalam birokrasi pemerintah yang justru ditandai oleh kelangkaan 
sumber daya. Dalam konteks itu, absennya Transaparansi sangat menonjol dan 
menjadi satu karakter dominan budaya administrasi selama periode tertentu. 
Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi 
semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk 
mengembangkan praktik Good Governance. Praktik good governance 
mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah 
keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses stakeholder 
terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran 
untuk pelaksaan kebijakan, serta pemantauan evaluasi terhadap pelaksanaan 
kebijakan, Agus Dwiyanto (2014:223). 
Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat 
pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk memerangi korupsi. Bila rapat 
pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila proses pengadaan 
barang, anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila 
undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya 
akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk 
menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri. 
Pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintahan rawan memicu 
tindak pidana korupsi karena celah bermain cukup lebar , Selain pengadaan 
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barang dan jasa, kepemilikan atas tanah juga rawan korupsi karena banyak 
celah yang terbuka untuk `bermain` di situ. Akibatnya korupsi kualitas proyek 
misalnya jalan, rumah sakit dan sekolah yang dibangun cepat mengalami 
kerusakan, yang ujung-ujungnya merugikan rakyat. Sehingga para pejabat 
Negara dalam  menjalankan program pembangunan fisik harus sesuai 
prosedur.titik rawan penyimpangan dimulai dari tahap perencanaan pengadaan. 
Cenderung terjadi penggelembungan (mark-up) anggaran yang merugikan 
keuangan negara. Kerawanan penyimpangan juga pada tahap pembentukan 
lelang, prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap 
pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan 
sendiri.Setiap tahap rawan ada penyimpangan. 
Alasan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah adalah tugas 
pokok keberadaan instansi pemerintah bukan untuk menghasilkan barang/jasa 
yang bertujuan profit oriented, tetapi lebih bersifat memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa dalam 
rangka meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan 
sistematis, mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metode dan proses 
pengadaan yang berlaku. 
Kebutuhan barang/jasa tidak dapat dihindarkan untuk menjaga 
kelancaran operasional dan untuk menjamin pertumbuhan, dimana untuk 
mendapatkannya tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi diperlukan tenggang 
waktu. Tenggang waktu tersebut dimulai dari saat melakukan pemesanan, waktu 
untuk memproduksinya, waktu untuk mengantarkan barang, bahkan sampai 
dengan waktu untuk memproses barang di gudang hingga siap digunakan oleh 
pemakainya. 
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Pelaksanaan tugas pemerintah selalu melalui proses pengadaan, baik 
melalui swakelola, maupun melalui pihak ketiga. Dengan demikian pengadaan 
barang/jasa merupakan urat nadi dari keberhasilan pelaksanaan program 
pemerintah. Dibalik setiap program yang sukses, ada proses pengadaan 
barang/jasa yang sukses. Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan 
sukses semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus memiliki 
pemahaman kemprehensif tentang tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah. 
Mengenai pengadaan barang/jasa pada bagian perlengkapan Sekretariat 
Daerah Prov. Sulawesi Selatan masyarakat dan stackholders juga memiliki hak 
untuk mengakses informasi mengenai jumlah anggaran dalam pengadaan 
barang/jasa tersebut dalam bentuk transparansi. 
Dengan diberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk 
mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, maka 
dapat mempermudah upaya masyatakat dalam menilai keberpihakan pemerintah 
terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara muda dapat menentukan 
apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritik 
dan protes perlu dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan 
publik. Lebih dari itu hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari 
setiap warga Negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja 
pemerintah secara tepat. 
Itulah mengapa penulis tertarik mengambil judul ini berkaitan dengan 
transparansi,  banyak hal yang membuat penulis tidak yakin akan penyelesaian 
penelitian ini. Namun dengan niat dan keyakinan kepada ridho Allah SWT 
penulis yakin bisa menyelesaikan penelitian ini dengan mengangkat tema 
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transparansi diharapkan tidak ada lagi kecurangan dan ketidak jujuran dari 
oknum atau pejabat yang terkait dalam hal ini. Berdasarkan uraian diatas penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi Pengadaan 
Barang/Jasa Pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan” 
B.  Rumusan Masalah 
Tuntutan untuk membangun transparansi dalam pemerintah di Indonesia 
terkhusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan semakin menguat dalam decade 
terakhir ini sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mengembangkan praktik 
good governance. Setiap kali orang berbicara mengenai praktik good 
governance selalu dikaitkan dengan transparansi. Transparansi telah menjadi 
kata kunci hampir setiap perdebatan mengenai praktik governance. Seolah – 
olah tidak ada praktik governance yang baik tanpa adanya transaparansi dalam 
pemerintahan. 
Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang masalah diatas, maka 
secara khusus permasalahan penelitian ini adalah : 
1) Bagaimana ketersediaan informasi dalam proses pengadaan barang/jasa di 
Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan? 
2) Bagaimana kemudahan akses informasi dalam pengadaan barang/jasa di 
Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan? 
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3) Masalah–masalah apa yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa 
di Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan? 
C.  TUJUAN PENELITIAN 
1) Untuk mendeskripsikan ketersediaan informasi dalam proses pengadaan 
barang/jasa di Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan Biro Umum dan 
Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
2) Untuk mendeskripsikan kemudaahan akses informasi dalam pengadaan 
barang/jasa di Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan Biro Umum dan 
Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
3) Untuk mendeskripsikan masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam 
proses pengadaan barang/jasa di Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan 
Biro Umum dan Perelengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
D.  MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Akademik 
Agar informasi mengenai pengadaan barang/jasa di Lingkup 
Sekretariat Daerah bisa tersampaikan secara terbuka sebagaimana 
keterkaitannya dalam prinsip transparansi. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan dapat menjadi masukan atau salah satu alternatif 
pemecahan masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Konsep Governance 
Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan 
keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu 
diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Menurut UN Commission on 
Human Settlements (1996) dalam buku Arifin Tahir (2011:150) menjelaskan 
bahwa governance adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh 
individu warga negara dan para lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam 
menangani kepentingan-kepentingan umum mereka. 
Menurut Mustopadidjaja dalam buku Arifin Tahir (2011:150) Governance 
diungkapkan sebagai : 1) Kepemerintahan, 2) Pengelolaan pemerintahan, 3) 
Penyelenggara pemerintahan, 4) Penyelenggaraan Negara, dan 5) Administrasi 
Negara. Istilah governance lebih komlpeks karena melibatkan tiga pilar 
stackeholders, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi yang 
sejajar dan saling kontrol. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan 
saling kontrol (check and balance), untuk menghindari penguasaan atau 
“exploitasi” oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu 
komponen lebih tinggi dari pada yang lain, yang terjadi adalah dominasi 
kekuasaan atas dua komponen lainnya. Begitu pula dalam hal pengadaan 
barang, jika dalam prosesnya hanya diketahui oleh pemerintah dan penyedia 
barang selaku peyedia barang dapat terjadi kecurangan ataupun KKN karena 
hanya dua pihak yang mengetahui prosesnya tanpa diawasai oleh masyarakat. 
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B. Konsep Good Governance 
Konsep good governance merupakan pembahasan awal menuju konsep 
transparansi dimana good governance merupakan tata pemerintahan yang baik 
yang memiliki prinsip-prinsip untuk mencapai pemerintahan yang baik, yang 
dimana transparansi termasuk didalamnya. Menurut UNDP prinsip good 
governance itu terdiri dari 9 prinsip yaitu, partisipasi, ketegasan hukum, 
transparan, daya tangkap, akuntabilitas, berorientasi konsensus, berkeadilan, 
efektif dan efisien, visi strategis. 
Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah 
penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola 
urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup 
seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-
kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak 
hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara 
mereka.  
Lembaga Administrasi Negara (2000) memberikan pengertian Good 
governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan 
bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian 
interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan 
masyarakat. Lebih lanjut Bob Sugeng Hadiwinata dalam Pandji Santosa 
(2012:131) asumsi dasar good governance haruslah menciptakan sinergi antara 
sektor pemerintah, sektor bisnis, dan sektor civil society. 
Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan tata 
pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung 
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dalam good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, 
diharapkan  dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, 
ekonomi dan  administratif dapat diselenggarakan dengan baik terlebih dalam hal 
pengadaan barang. Oleh sebab itu dalam  prakteknya, konsep good governance 
harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yang merupakan tiga pilar 
utama dalam hal ini  yaitu negara (state)/pemerintah (government), swasta 
(private) dan masyarakat (society).  
Dimana Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan 
peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif 
bagi unsur-unsur lain dalam governance. Dunia usaha swasta berperan dalam 
penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam 
penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam 
memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam tata kepemerintahan yang baik. 
Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan 
praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan informasi 
yang terbuka dan transparan dalam hal pengadaan barang. Good governance 
telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring 
dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang 
baik (good governance)  adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan 
negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan 
swasta. 
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Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog 
antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki 
tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, 
kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat 
pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah 
bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan menuntut akan informasi 
yang terbuka atas segala kegiatan yang dilakukan pemerintah terkhusus 
pemerintahan daerah dalam hal pengadaan barang. 
Agenda penciptaan tata kepemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 
(lima) sasaran yaitu :  
1) Berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di 
birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas; 
2) Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang 
efisien, efektif dan profesional, transparan dan akuntabel; 
3) Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap 
warga negara; 
4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; 
5) Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah. 
Untuk dapat menerapkan Good Government Governance perlu 
diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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C. Konsep Transparansi 
Salah satu prinsip yang terkandung dalam good governance dan 
berkaitan erat dengan keterbukaan informasi adalah prinsip transparansi. Dalam 
era reformasi dimana pilar-pilar Good Governance telah menjadi sesuatu yang 
urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka saat itu pula 
transparansi penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang 
tidak dapat diabaikan lagi. Sebagai ilustrasi mengenai betapa pentingnya 
transparansi dalam hal penerapan tata pemerintahan yang baik adalah mengenai 
pengadaan barang.  
Transparansi sangat dibutuhkan dalam hal ini dikarenakan banyaknya 
ancaman kerugian jika dalam hal pengadaan ini dilakukan tanpa adanya 
keterbukaan informasi terhadap pihak yang berkepentingan, masyarakat 
misalnya. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan 
politik yang sehat, toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan 
preferensi publik. Seperti yang diungkapkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
dalam Eko Sakapurnama (2012:16) bahwa transparansi adalah upaya untuk 
menciptakan kepercayaan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 
melalui penyediaan informasi didalam memperoleh informasi yang akurat dan 
memadai.  
Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik , 
maka salah satu cara dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip 
transparansi (keterbukaan). Transparansi penyelenggaraan pemerintahan dalam 
hal pengadaan barang memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat 
diberikan kesempatan untuk mengetahui penggunaan anggaran yang digunakan  
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oleh pemerintah. Bahkan dengan adanya transparansi penyelenggaraan 
pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes 
terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. 
Ini berarti bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dapat memberikan makna yang sangat berarti yakni disamping sebagai salah 
satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, kecuali itu pula 
dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good 
governance dan juga dapat mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan 
nepotisme (KKN). Disinilah kuncinya mengapa transparansi sangat diperlukan 
dalam Good Governance bahkan merupakan salah satu syarat penting. Mungkin 
masih segar dalam ingatan kita, bahwa salah satu yang menjadi persoalan 
diakhir masa masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi. Dan 
salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan ini 
adalah pengadaan barang yang tidak transparan. 
Transparansi (transparency) secara harafiah adalah jelas, dapat dilihat 
secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi 
dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses 
kegiatan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tranparansi merupakan salah 
satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Dengan adanya 
transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan khususnya pengadaan 
barang, maka keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan. 
Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam 
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan pengadaan 
barang kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa 
29 
 
Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik 
informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan 
keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. 
Sebagaimana Madiasmo (dalam Arifin (2011:163)) mengemukakan 
bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-
kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD 
dan masyarakat, selanjutnya Tjoktomidjoyo (2002:130), menjelaskan bahwa 
transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) 
mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan 
usaha. Tender pelelangan dalam pelaksanaan procurement pelaksanaan 
anggaran pemerintah, maupun dalam perusahaan dan lain-lain dilakukan secara 
transparan. Good Governance tidak membolehkan manajemen pemerintahan 
yang tertutup. Menurut UNDP dalam Tjokroamidjojo (2002:133) transparansi 
dibangun atas dasar kebebasan arus, informasi mengenai proses pengambilan 
keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka 
yang membutuhkan. Informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat 
dipantau. 
Konsep transparansi menurut Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OECD) dalam Arifin Tahir (2011:164): As transparency is a 
core governance value. The regulatory activities of government constitute one of 
the main contexts within which transparency must be assured. There is a strong 
public demand for greater transparency, which is substantially related to the rapid 
increase in number and influence of non governmental organisations (NGOs) or 
„civil society groups‟, as well as to increasingly well educated and diverse 
populations. 
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Menurutnya bahwa konsep tranparansi adalah merupakan nilai utama 
dari system pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini 
berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut 
transparansi yang lebih besar. Pada hakekatnya ada kaitannya dengan 
percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus 
meningkatnya populasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap 
transparansi sudah semakin kuat. 
Konsep transparansi menunjukan pada suatu keadaan dimana segala 
aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat 
diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang 
membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti 
persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan 
kewajiban penyelenggaraan dan pengguna layanan dipublikasikan secara tebuka 
sehingga mudah diakses dan mudah diipahami oleh publik, maka praktik 
penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. 
Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan 
pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan 
stakeholders lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi 
kaidah transparansi, Dwiyanto (2014:236). 
Solihin dalam Eko Sakapurnama (2012:16) Transparansi berarti akses 
atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 
penyelenggaraan pemerintah dan bebagai kebijakn publik. Solihin juga 
mengungkapkan bahwa perangkat pendukung indikator minimal suatu lembaga 
dapat dikatakan transparan apabila memiliki peraturan yang menjamin hak untuk 
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mendapatkan informasi; pusat/balai informasi; website; iklan layanan 
masyarakat, media cetak dan pengumuman. 
Selanjutnya menurut Solihin dalam Eko sakapurnama (2012:16) indikator 
minimal dapat dikatakan transparansi jika : 
1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan 
implementasi kebijakan publik; 
2) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh 
dan tepat waktu. 
Didalam prinsip transapansi, terdapat dua aspek yang diharapkan dapat 
berjalan, yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap 
akses informasi mengenai pengadaan barang/jasa dalam lingkup Sekretariat 
Daerah Prov Sulsel. Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan dan 
kerahasiaan lembaga maupun informasi yang mempengaruhi hak-hak proses 
individu. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai 
pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang 
jenis informasi apa saja yang mereka berikan, siapa yang bertanggung jawab 
mempublikasikan informasi dan kepada siapa informasi tersebut diberikan. 
D. PENGADAAN BARANG/JASA 
1.  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan 
bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi 
pemerintah, ketersediaan barang san jasa pada setiap instansi pemerintah 
akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelakasanaan tugas dan fungsi 
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masing-masing unit kerja. Tanpa saran dan prasaranan yang memadai tentu 
saja pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencap[ai 
hasil yang maksimal, Abu Sopian (2014:1). 
Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan 
kompetitif akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik sehingga 
untuk mewujudkan hal tersebut harus diatur tata cara pengadaan barang dan 
ajasa, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 
2010 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. 
Berdasarkan PerPRES No. 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah 
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan 
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari 
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 
memperoleh barang/jasa. 
Pengadaan barang/jasa pemerintahan adalah kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan 
secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa, Rocky Marbun, SH, MH 
(2010:1). 
Kementerian/Lemabaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/institusi 
lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang 
menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sedangkan 
pengguna barang dan jasa adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang dan jasa milik negara/daerah di masing-masing K/L/D/I. 
Adapun lembaga yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan 
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pengadaan barang dan jasa adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah (LKPP). 
Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bahwa ; pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat 
dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, 
transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga 
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun 
manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, 
dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 
2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi 
Pemerintah. 
Pengadan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar 
merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus 
dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Berdasarkan PerPRES No. 54 
Tahun 2010, pengadaan barang/jasa pemerintah menerepkan prinsip-prinsip 
sebagai berikut: 
1) Efisien 
Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan danan 
dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu 
sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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2) Efektif 
Dalam pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada kebutuhan 
yang telah ditetapkan (yang ingin dicapai) dan dapat memberikan manfaat 
yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang 
dimaksud. 
3) Transparansi  
Memberikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan 
barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara 
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, yang 
sifatnya terbuka kepada peserta penyedia barang/jasa yang beminat, 
serta bagi masyarakat luas pada umumnya. 
4) Bersaing 
Memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang 
setara dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, untuk menawarkan 
barang/jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku 
dan tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN. 
5) Adil/tidak diskriminatif 
Pemberian perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa 
yang berminat mengikuti pengadaan barang/jasa dan tidak mengarah 
untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan 
atau alasan. 
6) Akuntabel 
Pertanggung jawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pihak 
yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan 
peraturan perundang-undangna yang berlaku. Dalam arti bahwa 
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pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran, baik secara fisik, 
maupun keuangannya serta manfaat atas pengadaan tersebut terhadap 
tugas umum pemerintahan dan/atau pelayanan masyarkat sesuai dengan 
prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan 
barang/jasa. 
 Adapun manfaat memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan 
barang/jasa adalah (a) mendorong praktek Pengadaan Barang Jasa yang 
baik, (b) menekan kebocoran anggara (clean governance).  
Menurut PerPRES No. 54 Tahun 2010 terdapat pihak yang terlibat 
dalam proses pengadaan barang dan jasa, yakni: 
1. Pengguna Anggaran (PA) 
Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja 
Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain 
pengguna APBN/APBD. 
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau 
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunan APBD. KPA pada 
Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan pejabat yang 
ditetapkan oleh PA, sedangkan KPA pada Pemerintah Daerah 
merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau usul PA. 
KPA untuk dana dekonsetrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA 
pada K/L/I pusat lainnya atau usul Kepala Daerah. KPA memiliki 
kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. 
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3. Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) 
Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanijan atau 
menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum 
tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat 
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk 
kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD. 
4. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Unit layanan pengadaan adalah unit organisasi pemerinta yang berfungsi 
melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, 
dapat berdiri sendiri atau melekat pada unti yang sudah ada. ULP sering 
juga disebut sebagai pejabat pengadaan yang merupakan personel yang 
memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan 
pengadaan barang/jasa. Anggota ULP berasal dari pegawai negeri. 
5. Pejabat Pengadaan 
Pejabat pengadaan adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang 
bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 
6. Penyedia barang dan jasa 
Penyedia barang dan jasa adalah badan  usaha atau orang perseorangan 
yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa 
lainnya. Penyedia barang memiliki persyaratan sebagai berikut : 
1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
menjalankan usaha. (dalam ketentuan ini jelas bahwa penyedia 
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barang/jasa harus mengikuti aturan yang berlaku mengenai bentuk 
usaha, seperti Surat Ijin Usaha dan aturan-aturan lainnya); 
2) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial 
untuk menyediakan barang/jasa (hal ini nantinya dapat dibuktikan 
pada penilaian kualifikasi perusahaan tersebut). 
3) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya 
tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindah untuk dan 
atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 
4) Secara hukum mempunya kapasitas menandatangani kontrak. (atau 
yang lebih jelas adalah penandatangan kontrak haruslah orang yang 
namanya tertera di dalam akte pendirian perusahaan atau orang 
yang diberi kuasa penuh (misalnya melalui RUPS) untuk bertindak 
untuk dan atas nama perusahaan itu); 
5) Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 
terakhir, dibuktikan dengan melampirkan bukti tanda terima 
penyampaian SPT PPh tahun terakhir, dan fotokopi SSP PPh Pasal 
29; 
6) Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh 
pekerjaan menyediakan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah 
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia 
barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 
7) Tidak masuk dalam daftar hitam (sebuah daftar yang dikeluarkan 
oleh institusi pemerintah yang berisi daftar perusahaan yang 
“bermasalah” dalam proses pelelangan di satu tempat sehingga tidak 
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diperbolehkan mengikuti pelelangan si seluruh institusi pemerintah 
lainnya); 
8) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos 
(“jelas” disini juga berarti bahwa alamat tersebut memang benar 
alamat perusahaan yang bersangkutan, bukan alamat yang hanya 
sekedar “diakui” saja). 
2. Dasar dasar Pengadaan Barang/Jasa 
Dalam pelaksanaan  pengadaan barang/jasa para pihak yang terkait 
harus memahami berbagai pengertian pokok yang berkaitan dengan 
pengadaan barang/jasa, Abu Sopian (2014:75) : 
1. Metode Pengadaan barang/jasa  
Metode pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan 
Swakelola dan melalui Penyedia Brang/jasa. Swakelola merupkan 
kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, 
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai 
penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok 
masyarakat. Selain cara swakelola pengadaan barang/jasa dapat 
dilakukan dengan cara melalui penyedia barang/jasa. Penyedia 
barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
menyediakan barang/ pekerjaan/ jasa konstruksi/ jasa lainnya. 
2. Metode pemilihan penyedia barang/jasa 
Yang dimaksud metode pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah 
adalah bagaimana cara memilih penyedia barang/jasa bagi suatu instansi 
pemerintah Abu Sopian (2014:77). Cara pemilihan penyedia barang/jasa 
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pemerintah diatur dalam pasal 35 Peraturan Presiden nomor 70 tahun 
2012. Cara pemilihan penyedia dibedakan menurut: 
1. Jenis barang/jasa yang akan diadakan meliputi barang/jasa 
konsultasi/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya, 
2. Jumlah nilai paket. 
Menurut Abu Sopian (2014:82) cara pemilihan penyedia barang/ 
pekerjaan Konstruksi sebagai berikut: Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan 
yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau 
pembuatan wujud fisik lainnya, seperti pembangunan gedung kantor, rumah 
dinas, jalan, jembatan, dan pembuatan kapal. Cara pemilihan penyedia 
peerjaan konstruksi ditentukan oleh sifat pekerjaan dan jumlah perkiraan biaya 
pekerjaan konstruksi sebagai berikut : 
Jika perkiraan biaya pekerjaan konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,- 
(lima miliar) cara pemilihan penyedia dilakukan dengan cara Pelelangan 
Umum; Pelelangan Terbatas. Jika perkiraan biaya pekerjaan konstruksi di 
atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pemilihan penyedia dilakukan dengan 
cara pemilihan langsung. Jika perkiraan biaya pekerjaan konstruksi tidak lebih 
dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pemilihan penyedia dilakukan 
dengan cara pengadaan langsung. 
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, Abu Sopian 
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(2014:81). Cara pemilihan penyedia barang dibedakan berdasarkan jenis 
barang dan jumlah perkiraan biaya pengadaan barang. 
Jika barang yang akan diadakan adalah barang umum dan perkiraan 
harga barang tersebut lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) 
pemilihan penyedianya dilakukan dengan cara pelelangan umum. Jika barang 
yang perkiraan harganya diatas Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) 
tersebut merupakan barang khusus yang diyakini penyedianya terbatas, 
pemilihan dilakukan dengan cara pelelangan terbatas. Jika perkiraan harga 
barang diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak lebih dari 
Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pemilihan penyedianya dilakukan 
dengan cara pelelangan sederhana. Jika perkiraan harga barang yang akan 
diadakan tidak lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pemilihan 
penyedianya dilakukan dengan cara pengadaan langsung. 
E. Pengertian E-procurement  
 E-procurement merupakan sebuah istilah dari pengadaan (procurement) 
atau pembelian secara elektronik. E-procurement merupakan bagian dari e-bisnis 
dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang 
dioptimalkan dalam sebuah perusahaan. E-procurement tidak hanya terkait 
dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi 
elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. 
Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk 
tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan 
dengan stategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut, 
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dikutip dari https://ebisnis.woerdpress.com/materi/e-procurement/ diakses 19 
Maret 2015. Manfaat e-procurement, adalah: 
1) Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan 
adil dan persaingan sehat; 
2) Masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pelelangan dan 
mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi; 
3) Tidak terjadi pengadaan barang/jasa yang bernuansa KKN, karena semua 
peserta pengadaan barang/jasa dapat saling mengawasi; 
4) Tercapainya mutu produk, waktu pelaksanaan, pemanfaatan dana, 
sumberdaya manusia, teknologi dalam pelaksanaannya; 
5) Mereduksi tenaga sumber daya manusia, menghemat biaya 
penyelenggaraan pelelangan dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan. 
Pelaksanaan e-procurement perlu dilakukan secara bertahap guna 
penerapan yang semakin baik. Secara umum tahapan pelaksanaan e-
procurement dibagi dalam empat tahap, antara lain:  
1) Penayangan informasi. Terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan; 
2) Pelaksanaan copy to internet (CTI) adalah penayangan informasi, proses, 
dan hasil pengadaan barang/jasa; 
3) Pelaksanaan semi e-procurement yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa 
yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif 
antara peserta lelang dan panitia lelang; 
4) Pelaksanaan full e-procurement  Yaitu proses pengadaan barang dan jasa 
yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet, 
namun dalam pelaksanaanya full e-procurement belum dapat dilakukan di 
Indonesia. 
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F. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 
LPSE adalah unit kerja yang dibentuk diseluruh 
Kementrian/Lembaga/Satuan kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) 
untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara 
elektronik serta memfasilitas ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada 
Kementrian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE 
dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya 
untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi 
ULP/Pejabat pengadaan dakan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara 
elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang 
berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. 
Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha 
yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses 
monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 
guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah. 
Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 tahun 
2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis 
operasionalnya diatur oleh peraturan Kepala Lkpp Nomor 2 tahun 2010 tentang 
Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan system 
pelayanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik juga wajib memenuhi 
persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Infornasi dan Transaksi Elektronik. 
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Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat 
ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. 
Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) 
yang merupakan sisten informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, 
spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa 
pemerintah, proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara Pembelian 
barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing). Dikutip dari 
http://lpse.sulselprov.go.id/eproc/ diakses 19 Maret 2015. 
G.  Kerangka Pikir 
Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dibahas diatas 
mengenai Transparansi dimana transparansi menurut beberapa definisi yang 
telah diuraikan diatas merupakan suatu bentuk keterbukaan informasi oleh 
pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dan juga masyarakat secara 
umum mengenai seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan 
transparansi pada proses penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam 
pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dibagian perlengkapan Biro Umum 
dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Menurut Solihin dalam Eko sakapurnama (2012:16) indikator minimal 
dapat dikatakan transparansi jika : 
1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan 
implementasi kebijakan publik; 
2) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh 
dan tepat waktu. 
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Adapun kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini 
yaitu sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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45 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Dalam peneilitan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, 
data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut 
berasal dari hasil wawancara, catatan laporan, dokumen pribadi, catatan memo 
dan dokumen lainnya. 
B.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada Bagian Perlengkapan, Biro Umum dan  
Perlengkapan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat dijalan Urip 
Sumeharjo Kota Makassar. 
C. Tipe dan Dasar Penelitian 
1.  Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif untuk membuat deksriptif, gambaran atau lukisan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat secara 
hubungan antar fenomenal yang disidiki mengenai transparansi pengadaan 
barang/jasa. 
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2. Dasar Penelitian 
Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 
Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti 
menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau 
sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan 
peneliti mengumpulkan infomasi secara lengkap dengan menggunakan 
berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah 
ditentukan Stake dalam Craswell (2010:20). 
D.  Narasumber atau Informan 
Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 
penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian 
Burhan Bungin (2011:78). 
Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: 
1) Unsur pimpinan terkait 
2) Staf Bagian Perlengkapan 
3) Rekanan 
E.  Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah suatu objek atau dokumen original, material 
mentah dari pelaku yang disebut “first-hand information”, data yang 
dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi, Uma Sekaran dalam 
Silalahi (2010:289).  
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Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh langsung 
dari lapangan tempat penelitian, yaitu berasal dari informan-informan yang 
terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa pada Lingkup 
Seketariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bagian Perlengkapan 
Sekretariat Daerah. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua 
atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian 
dilakukan (Silalahi, 2010:291).  
Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang didapat dari 
sumber-sumber bacaan baik berupa dokumen, laporan ataupun buku yang 
berkaitan dengan transparansi pengadaan barang. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 
1. Observasi  
Observasi merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke 
lapagan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi 
peneltian, Craswell (2010:267). Dalam pengamatan ini, peneliti 
merekam/mencatat aktivitas-aktivitas dalam pengadaan barang/jasa pada 
Bagian Perlengkapan, Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 
Prov. Sulawesi Selatan. 
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2. Wawancara 
Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan data yang dimana 
informasi diporoleh dari responden (informan), Prasetya Irawan (2006:59). 
Dalam metode ini, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang 
bersangkutan. 
3. Mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif 
Dokumen-dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 
laporan tahunan dari Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan Biro Umum 
dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis data secara reduksi, penyajian data, analisis kesimpulan yaitu 
menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul 
dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi 
yang diteliti. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
H. Fokus Penelitian 
Untuk memberikan suatu pemahaman mengenai transparansi pada 
proses pengadaan barang/jasa, maka perlu adanya batasan penelitian yang 
dioperasionalkan melalui indikator-indikator tersebut. Menurut Solihin, terdapat 
indikator yang menjadi ukuran transparansi penyelenggaraan pemerintah, yaitu: 
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1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan 
implementasi kebijakan publik. Dimana dalam pelaksanaan proses 
pengadaan barang di bagian Perlengkapan pada bagian biro umum dan 
perlengkapan dapat memberikan informasi memadai tentang rencana 
pengadaan barang/jasa dan implementasi dari perencanaan tersebut yang 
dapat diketahui publik. 
2) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh 
dan tepat waktu. Dalam hal ini pengadaan barang/jasa di bagian 
perlengkapan pada Biro Umum dan perlengkapan diharapkan memiliki akses 
yang mudah dijangkau serta bebas diperoleh dan tepat waktu oleh pengguna 
layanan ataupun publik. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT 
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 
A.  Keadaan Umum 
Bagian Perlengkapan pada biro umum dan perlegkapan sekretariat 
daerah provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu faktor penunjang 
sekretariat daerah provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini merupakan faktor 
penunjang terlaksananya tujuan kantor tersebut. Adapun Bagian Perlengkapan 
pada biro umum dan perlegkapan sekretariat daerah provinsi Sulawesi Selatan 
merupakan kunci pemenuhan kebutuhan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang tugas dan uraian 
tugas jabatan struktural pada sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Ketentuan Umum : 
Biro Umum dan Perlengkapan yang dimaksudkan : 
1. Bagian Tata Usaha Umum 
2. Bagian Rumah Tangga 
3. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 
4. Bagian Perlengkapan 
Bagian Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai 
tugas pokok merumuskan dan menganalisa program kebutuhan perlengkapan, 
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pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan evaluasi serta 
pembinaan administrasi barang lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
1. Untuk melakasanakan tugas pokok tersebut, maka Kepala Bagian 
mempunyai fungsi yaitu : 
1) Pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan kebutuhan perlengkapan 
lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
2) Pelaksanaan kordinasi pembinaan dan petunjuk teknis pengadaan dan 
penyimpanan barang lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan; 
3) Pembinaan dan petunjuk teknis pendistribusian dan inventarisasi barang 
lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
4) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan barang milik daerah lingkup 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan 
5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
2. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di maksud dirinci sebagai berikut : 
1) Menyusun rencanan kegiatan Bagian Perlengkapan sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 
2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksaan tugas kepada 
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 
dilaksanakan; 
4) Mebuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah 
dinas; 
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5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
6) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dalam rangka pengelolaan barang 
lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
7) Melaksanakan administrasi pengelolaan barang daerah meliputi 
perencanaan, pengadaan, pemeriksaan dan penerimaan, penyimpanan 
dan penyaluran, penatausahaan dalam lingkungan Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan; 
8) Melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah meliputi 
perencanaan, pengadaan, pemeriksaan dan penerimaan, penyimpanan 
dan penyaluran, penatausahaan dalam lingkungan Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan; 
9) Mengoordinaskan dan menyusun laporan pengelolaan barang daerah; 
10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Perlengkapan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas. 
Bagian perlengkapan kantor gubernur provinsi Sulawesi selatan memiliki 
Sub Bagian yang dimana dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan memiliki Tugas 
Pokok dan Fungsi yang berbeda. 
1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan analisa data kebutuhan serta 
rancana kebutuhan perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
53 
 
Tugas pokok sebagaiaman dimaksud ditinci sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Analisa Kebutuhan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan member petunjuk pelaksaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer; 
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatanbawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 
dilaksanakan; 
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau memandatangani 
naskah dinas; 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data penyusunan program 
dan analisa kebutuhan perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan; 
g. Mengusulkan perencanaan kebutuhan barang daerah lingkup Sekretariat 
Provinsi Sulawesi Selatan kepada pengelola melauli kuasa pengelola 
barang daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 
h. Mengusulkan rencana penghapusan barang daerah lingkup Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatankepada pengelola melalui kuasa 
pengelola barang daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 
i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
2. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengadaan dan 
pemeliharaan barang daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak 
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lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan 
admnistrasi pengadaan dan pemeliharaan barang daerah pada Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dirinci sebagai berikut : 
a. Menusun renna kegiatan Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan 
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan member peyunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer; 
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluyasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 
dilaksanakan; 
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 
e. Mengikuti rapat-rapay sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. Mengikuti perkembangan dan mengumpulkan informasi harga serta 
menilai mutu barang dalam rangka penyediaan dan pengurusan data 
barang dan harga yang diperlukan; 
g. Mengumplkan data barang secara sistematis dan menganalisa data mutu 
barang serta menyiapkan dan melakukan penyelenggaraan pengadaan 
barang sesuai Daftar Kebutuhan Balak Milik Daerah (DKBMD) DAN 
Daftar Kebutuhan Pemeriksaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) lingkup 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawsi Selatan; 
h. Mengumpulan penawaran dan menyusun daftar harga dan mutu 
perlengkapan dari rekanan sesuai harga penawaran dengan Hasil 
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Perhitungsan Sendiri (HPS) sebagai acuan dalam pelaksanaan 
pengadaan dan pemeliharaan barang daerah; 
i. Nelakukan proses pengadaan dan pemeliharaan barang daerah untuk 
kebutuhan Unit Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
j. Melakukan proses pemeriksaan dan penerimaan barang hasil pengadaan 
dan pemeliharaanbarang daerah lingkup Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan; 
k. Menyusun lapran hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengadaan dan 
Pemeliharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 
l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahakan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya untuk mendukung kelanbcaran pelaksanaan tugas. 
3. Sub Bagian Penyimpanan, Inventaris dan Distribusi dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi 
perindustrian barang dan menginventarisasi asset-aset pemerintah Provinsi. 
Tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dirinci sebagai berikut : 
a. Menyusunn rencana kegiatan Sub Bagian Penyimpanan, Inventarisasi 
dan Distribusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk 
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjalan lancar; 
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 
dilaksanakan; 
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d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. Menyiapkan kelengkapan dokumen/surat-surat yang berhubugnan 
dengan barang yang akan didistribusikan; 
g. Membuat Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPBB) sesuai dengan 
kebijaksanaan pimpinan dan ketentuan yang berlaku; 
h. Mengatur pengangkutan barang yang didistribusikan secara sistematis 
terhadap barang-barang yang akan didistribusikan; 
i. Mengurus dan menyelessaikan surat-surat kendaraan bermotor dinas 
yang akan didistribusikan ke masing-masing Biro lingkup Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
j. Menghimpun data tentang keadaan barang inventaris milik pusat dan 
daerah yang berbeda dalam penguasaan serta tanggung jawab 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
k. Menghimpun dan meneliti data inventaris barang bergerak dan tidak 
bergerak lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
l. Melakukan intaventarisasi terhadap asset dan menata penggunaannya 
disesuaikan dengan kebutuhan biro yang selanjutnya diusulkan kepada 
pengelola melalui Kabis Pengelola Barang untuk ditetapkan status 
penggunanya; 
m. Menyusun lapran hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyimpanan, 
Inventarisasi dan Distribusi dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 
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n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
bidang yugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
C. Keadaan Personalia dan Tata Kerjanya 
1. Keadaan Personalia 
Semua jabatan struktural sudah ditempatkan oleh personalia yang 
sesuai dengan tugas masing-masing yang telah ditentukan oleh atasan 
untuk menjalankan tugasnya sesuai bidang yang dimilikinya, agar supaya 
dalam menjalankan tugasnya dapat mencapai target seta mendapat hasil 
yang baik. 
Fungsi oprasional manejemen personalia yang pertama adalah 
pengadaan tenaga kerja yang terampil, agar supaya tenaga yang kita tarik 
untuk bekerja pada instansi betul-betul sesuai dengan keinginan kita. Dan 
kedua personalia memberikan motivasai terhadap bawahannya agar 
supaya dalam menjalankan tugas yang telah diberikan oleh atasan dapat 
saling bekerja sama dengan baik demi mencapai seuatu tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
Dengan demikian bahwa personalia yang ada di Bagian Biro Umum 
dan Perlengkapan adalah menjalankan tugasnya dengan baik, dan jabatan 
struktural sudah ditempatkan oleh personalia sesuai bidang masing-masing 
atau sesuai keterampilan yang dimilikinya. 
2. Tata kerja 
Semua tata kerja yang ada di Bagian Biro Umum dan Perlengkapan 
adalah secara hirarki berdasarkan struktur yang ada dalam hal ini diatur 
oleh Peraturan Gubernur, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dalam 
hal ini Gubernur dibantu Sekretariat Daerah. 
58 
 
Personalia merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan 
kegiatan manusia atau pendayagunaan teknologi canggih, sehingga ada 
anggapan bahwa tenaga manusia dapat digantikan dengan robot. Namum 
anggapan itu tidaklah benar. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan 
bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi 
pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan 
menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksaan tugas dan fungsi masing-masing 
unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu saja jalannya 
pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil 
yang maksimal. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik setiap aparatur 
Negara memerlukan peralatan kerja seperti kertas, pena, computer, printer dan 
sebagainya. Agar pelaksanaan perkerjaan dapat berjalan lancar diperlukan pula 
perlengkapan seperti meja, kursi, lemari, telepon, faksimili, dan lain-lain. 
Lebih dari itu untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada 
masyarakat diperlukan ruang kerja yang tidak saja nyaman bagi pegawai tetapi 
juga nyaman bagi masyarakat yang dilayani. Untuk itu dibutuhkan bangunan 
gedung yang cukup megah dengan segala perlengkapannya seperti kursi, meja, 
saran pendingin ruang dan aliran listrik yang cukup, serta pengaturan posisi 
tempat kerja untuk menciptakan pelayanan yang memuaskan. 
Transparansi menunjukan pada suatu keadaan dimana segala aspek dari 
proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan 
mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Jika segala 
aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu 
yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggaraan dan 
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pengguna layanan dipublikasikan secara tebuka sehingga mudah diakses dan 
mudah diipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat 
dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua 
aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit 
diperoleh oleh para pengguna dan stakeholders lainnya, maka penyelenggaraan 
pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi. 
Menurut Solihin dalam Eko sakapurnama (2012:16)  mengenai indikator – 
indikator dalam mengukur transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah 
adalah sebagai berikut : 
1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan 
implementasi kebijakan publik; 
2) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh 
dan tepat waktu. 
A. Ketersediaan Informasi dalam Proses Pengadaan Barang/jasa pada 
Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Setelah diberlakukan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik 
atau E-Procurement di beberapa daerah serta berbagai perubahan Peraturan 
Presiden mengenai pengadaan barang/jasa. Pemerintahan Daerah Provinsi 
Sulawesi selatan khususnya di Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan 
bagian perlengkapan pada biro umum dan perlengkapan Sekretariat Daerah ini 
sudah sangat update, baik itu perubahan Perpres No.54 Tahun 2010 berikut 
perubahannya yaitu Perpres No.35 tahun 2011 dan Perpres No.70 tahun 2012, 
dan juga Perpres terbaru ditahun ini yaitu Perpres No. 4 Tahun 2015. Berikut 
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penjelasan mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Sub Bagian 
Pengadaan dan Pemeliharaan pada biro umum dan perlengkapan Sekretariat 
Daerah Prov. Sulawesi Selatan dalam wawancara pada 16 Maret 2015 di Sub 
Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan bagian perlengkapan, Biro Umum dan 
Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : 
“Sistem pengadaan secara elektronik atau disebut E-
Procurement sudah diberlakukan sejak 3 tahun yang lalu, dimana 
bagian perlengkapan ini tidak pernah ketinggal mengenai sistem dan 
aturan terbaru mengenai pengadaan barang/jasa”. (16 Maret 2015) 
Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai pengadaan barang/jasa yang 
dilaksanakan di Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan: 
“Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa disini kami 
melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk lingkup Kantor 
Gubernur dan rumah jabatan, itupun hanya seputar pengadaan 
barang dan rehabilitas bangunan saja”. (16 Maret 2015) 
Berikut rekapitulasi Kegiatan Pengadaan barang/jasa yang diperoleh dari 
daftar Anggaran perubahan tahun 2014 Sub Bagian Pengadaan dan 
Pemeliharaan :  
Tabel 1.1 
Rekapitulasi Kegiatan Pengadaan barang/jasa Sub Bagian 
Pengadaan dan Pemeliharaan, Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014. 
No Jenis Kegiatan Jumlah Kegiatan 
1 Kegiatan pengadaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 
28 kegiatan pengadaan 
2 Kegiatan pengadaan peralatan dan 
perlengkapan rumah jabatan/dinas 
19 kegiatan pengadaan 
3 Kegiatan pengadaan kendaran dinas 
operasional 
5 Kegiatan pengadaan 
4 Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat gedung 
kantor 
8 Kegiatan pengadaan 
5 Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat 
Rumah Jabatan 
1 kegiatan pengadaan 
 JUMLAH 61 kegiatan pengadaan 
Sumber: Anggaran perubahan tahun 2014 sub bagian pengadaan dan 
pemeliharaan, 2015. 
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 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengadaan barang/jasa yang 
dilaksanakan dibagian perlengkapan pada Biro Umum dan Perlengkapan 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini lebih banyak mengadakan 
peralatan dan perlengkapan kantor yakni terdapat 28 kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang terdiri atas pengadaan meja rapat, pengadaan penghias lantai, 
pengadaan angkutan darat kendaraan bermotor, pengadaan televisi, pengadaan 
printer, pengadaan meja kerja, pengadaan wireless, pengadaan kulkas, 
pengadaan kursi tunggu, pengadaan sound sistem, pengadaan radio hf.fm 
(handy talkie), pengadaan disepenser, pengadaan kursi rapat, pengadaan alat 
penghisap asap, pengadaan faximili, pengadaan penghias jendela, pengadaan 
genset, pengadaan tempat tidur, pengadaan komputer notebook, pengadaan 
LCD/Proyektor, pengadaan almari, pengadaan pecah belah, pengadaan 
komputer mainframe/server, pengadaan software/perangkat lunak, dan 
pengadaan komputer. Kemudian terdapat 19 kegiatan pengadaan peralatan dan 
perlengkapan rumah jabatan/dinas, berikut rinciannya: pengadaan penghisap 
debu, pengadaan AC dan kelengkapannya, pengadaan Almari, Pengadaan 
pahatan, pengadaan sofa, pengadaan meja rapat, pengadaan printer kerja, 
pengadaan komputer/notebook, pengadaan set TV, pengadaan penghias meja, 
pengadaan kulkas, pengadaan pecah belah, pengadaan penghisap asap, 
pengadaan lemari makan, pengadaan dispenser, pengadaan peralatan masak, 
pengadaan televisi, pengadaan AC dan perlengkapannya, pengadaan kursi.  
Selain pengadaan perlengkapan dan peralatan juga dilaksanakan 
rehabilitasi bangunan yaitu kegiatan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 
sebanyak 8 kegiatan pengadaan diantaranya rehabilitasi ruang kerja kepala 
bagian tata usaha, rehabilitasi ruang kerja kepala bagian keuangan, pekerjaan 
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tempat parkir bagian barat, rehabilitasi gedung, rehabilitasi ruang front office. 
Rehabilitasi bangunan juga dilakukan di Rumah jabatan yaitu sebanyak 1 
Kegiatan pengadaan yaitu rehabilitasi rumah jabatan sekda. Kemudian adapula 
pengadaan kendaraan dinas oprasional sebanyak 5 kegiatan pengadaan jika 
diuraikan sebagai berikut 2 unit mobil dinas, serta 3 bus pegawai.  
Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan yang 
dilakukan pada Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan ini hanya untuk 
memenuhi kebutuhan lingkup Kantor Gubernur serta rumah jabatan. 
Dalam pengadaan barang/barang diketahui berbagai metode pemilihan 
penyedia yaitu dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pengadaan 
langsung, penunjukan langsung dan adapula pelelangan sederhana. Berikut 
wawancara pada 15 April 2015 mengenai penjelasan metode pemilihan 
penyedia: 
“Metode pemilihan penyedia dilakukan dengan cara 
pengadaan langsung, penunjukan langsung dan lelang sederhana”. 
(15 April 2015) 
 
Lebih lanjut beliau mejelaskan bahwa untuk metode pengadaan langsung 
dan penunjukan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan yang dimana 
adalah pegawai yang dipilih dan memiliki sertifikat, sedangkan untuk lelang 
sederhana dilakukan oleh ULP. 
“Ketiga metode ini harus dilaksanakan, kalau disini 
digunakan  metode pemilihan penyedia dengan cara pengadaan 
langsung dan penunjukan langsung karena disini ada yang disebut 
pejabat pengadaan dimana pejabat pengadaan adalah pegawai 
yang ditunjuk yang memiliki sertifikat khusus ahli pengadaan, 
sedangkan ULP yang melakukan metode pemilihan penyedia 
dengan cara lelang sederhana, dimana nilai paketnya hingga 
Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”. (15 April 2015) 
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 Pejabat pengadaan hanya satu orang yang ditunjuk, dimana pejabat 
pengadaan memiliki tugas untuk memproses pengadaan barang dan jasa, 
berikut wawancara pada tgl 15 April 2015: 
“Pejabat pengadaan hanya satu orang yang menangani 
mengenai pengadaan, dimana pejabat pengadaan ditunjuk dari 
salah satu pegawai yang memiliki sertifikat khusus ahli pengadaan, 
pejabat pengadaan barang tugasnya memproses pengadaan barang 
dan jasa sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) untuk metode 
pemilihan pengadaan langsung dan penunjukan langsung”. (15 April 
2015) 
 Berikut penjelasan mengenai metode pemelihan penyedia yang 
digunakan atas wawancara yang disampikan diatas: 
 Pemelihan penyedia melalui pelelangan sederhana digunakan untuk 
memilih penyedia barang dengan nilai paket diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus 
juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Pada 
dasarnya pelaksanaan pelelangan sederhana sama dengan pelaksanaan 
pelelangan umum. Perbedaannya hanya terkait dengan waktu pelaksanaan 
dimana dalam pelelangan sederhana alokasi waktu untuk penayangan 
pengumuman dan masa lebih pendek. 
 Penyederhanaan proses dalam pemilihan penyedia barang/jasa dengan 
cara pelalangan sederhana hanya menyangkut: 
1. Penayangan pengumuman tidak harus ditayangkan selama 7 (tujuh) hari 
kerja, tetapi cukup ditayangkan selama 4 (empat) hari kerja. 
2. Masa sanggahan terhadap hasil penetapan pemenang lelang lebih pendek 
yaitu 3 (tiga) hari kerja. 
Lebuh lanjut beliau menjelaskan bahwa untuk metode pemilihan penyedia 
secara penunjukan langsung digunakan untuk pengadaan barang misalnya 
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berupa kendaraan mobil, obat-obatan untuk kesehatan, alat-alat berat yang 
memiliki agen tunggal pemegang merek (ATPN). 
“Kalau untuk penunjukan langsung itu misalnya kendaraan 
dinas, obat-obatan, alat-alat berat yang dimana mempunyai Agen 
Tunggal Pemegang Merek (ATPM)”. (15 April 2015) 
Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai perubahan peraturan presiden 
mengenai penunjukan langsung: 
“menurut Perpres No. 70 Tahun 2012 penunjukan langsung 
itu melalui panitia ULP tapi untuk sekarang penunjukan langsung 
bisa dilaksanakan melalui pejabat pengadaan”.  
Pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung digunakan untuk 
memilih penyedia barang khusus dan/atau pengadaan barang dalam kondisi 
khusus. Contoh barang khusus dan kondisi khusus adalah: 
1. Contoh barang khusus seperti: 
1) Barang yang mempunyai tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah; 
2) Barang yang hanya ada satu penyedia yang mampu melaksanakannya; 
3) Kendaraan bermotor dengan harga khusus yang telah dipublikasikan 
secara luas yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan 
Agen Tunggal Pemegang Merek Kendaraan; 
4) Obat obatan dan alat kesehatan yang jenis dan harganya telah ditetapkan 
oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. 
2. Contoh pengadaan barang dalam kondisi khusus seperti: 
1) Barang keselamtan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaanya tidak 
dapat ditunda; 
2) Barang untuk kepentingan kegiatan yang bersifat rahasia, intelejen, 
dan/atau perlindungan saksi; 
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3) Barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia 
pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapatkan izin pemenag 
hak paten. 
Pengadaan langsung digunakan untuk memilih penyedia barang dengan 
nilai paket tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk 
keperluan operasional, risiko kecil, teknologi sederhana, dan/atau dilaksanakan 
oleh penyedia barang usaha orang perseorangan dan atau badan usaha kecil 
serta koperasi kecil. 
Pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan tanpa melalui 
proses lelang. Tahap pelaksanaan pengadaan langsung adalah: 
1) PPK menentukan spesifikasi teknis barang yang akan diadakan; 
2) Berdasarkan spesifikasi teknis tersebut, PPK melakukan survey harga 
dengan membandingkan palingkurang dua penyedia barng; 
3) Berdasarkan hasil survey harga tersebut PPK menyusun Harga Perkiraan 
Sendiri (HPS); 
4) Selanjutnya PPK menyerahkan spesifikasi teknis dan HPS kepada Pejabat 
pengadaan untuk dijadikan bahan pembanding dalam memilih penyedia 
dengan cara pengadaan langsung; 
5) Pejabat pengadaan melaksanakan pengadaan atau membeli langsung 
kepada penyedia dengan harga satuan yang lebih rendah atau sama dengan 
harga satuan HPS; 
6) Dalam hal nilai pengadaan memerlukanSPK atau surat perjanjian , maka 
SPK atau surat perjanjian ditandatangani olek PPK. 
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Berdasarkan pasal 66 ayat (1) Perpres nomor 70 tahun 2012 Untuk 
pengadaan yang dilakukan dengan bukti pembelian atau bernilai tidak lebih dari 
Rp10.000.000,’ (sepuluh juta rupiah), pejabat pengadaan dapat melakukan 
pengadaan langsung tanpa menggunakan HPS. 
Berdasarkan pasal 56 ayat (4) dan (4a) Perpres nomor 7 tahun 2012 
pengadaan barang dengan cara Pengadaan Langsung, tidak perlu dilakukan 
dengan cara prakualifikasi. Dengan demikian pejabat pengadaan tidak perlu 
mempersoalkan apakah penyedia barang memenuhi syarat sebagai penyedia 
atau tidak. Hal ini berarti pejabat pengadaan dapat melakukan pengadaan 
barang dengan cara membeli biasa layaknya membeli kebutuhan sehari-hari di 
warung/toko. 
Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (4) dan (4a) serta pasl 66 ayat (1) 
Perpres nomor 70 tahun 2012. Pembelian barang secara pengadaan langsung 
ke warung/toko oleh pejabat pengadaan dapat dilakukan asalkan terpenuhi 
syarat sebagai berikut : 
1) Dana untuk pengadaan barang tersedia dalam dokumen anggaran; 
2) Nilai pengadaan tersebut tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) bukti transaksi menggunakan bukti pembelian; 
3) Barang yang dibeli bukan bagian dari pemecahan paket untuk menghindari 
lelang. 
Berikut lanjutan wawancara di Sub bagian Pengadaan dan Pemeliharaan, 
menjelaskan bagaimana proses penentuan penyedia dalam proses pengadaan 
langsung: 
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“Kami sebagai pejabat pengadaan memilih setidaknya dua 
penyedia, kemudian kami melakukan perbandingan harga, 
kemudian kami memilih penyedia yang memberikan harga yang 
lebih rendah.” (15 April 2015) 
Mengenai informasi yang memadai diharapkan para penyedia yang 
disebut rekanan juga dapat mengetahui secara jelas mengenai pengadaan yang 
akan dilaksanakn, sehingga mereka dapat mengajukan diri sebagai penyedia 
untuk pengadaan tersebut. Berikut wawancara dengan salah satu rekanan pada 
15 April 2015: 
“kami menjadi rekanan disini sudah lama dan kami jelas 
mengetahui jika akan diadakan pengadaan, kami memperoleh 
informasi dari situs SIRUP mengenai rencana pengadaan yang 
dilakukan disini, namun terkadang kami datang langsung kesini 
untuk menawarkan kerjasama, sekiranya bulan 3 atau 4 itu sudah 
akan dilaksanakan pengadaan jadi kami langsung datang”. (15 April 
2015) 
Dari penjelasan dari beberapa pemilihan metode pemilihan penyedia 
tidak lepas dari kelebihan dan kelemahan, berikut usalasan wawancaranya: 
“setiap metode pemilihan pasti memiliki kelebihan masing-
masing, contohnya dalam pengadaan langsung panitia pengadaan 
memilih penyedianya tanpa harus menyeleksi banyak penyedia, 
sementara untuk pihak rekanan juga tidak repot lagi untuk 
melakukan proses yang panjang untuk menjadi penyedia atas 
pengadaan yang dilakukan tersebut, dengan adanya proses 
pengadaan secara elektronik juga dapat memberikan kemudahan 
dalam melaksanakan pengadaan dengan metode apapun”. (15 April 
2015) 
Lebih lanjut beliau menjelaskan : 
“setiap metode memiliki kelemahan, contohnya untuk 
penunjukan langsung kelemahannya terletak pada penyedia 
barang/jasa dikarenakan tidak semua barang yg diproduksi oleh 
penyedia barang/jasa dapat dimasukkan dalam penunjukan 
langsung seperti misalnya kendaraan, tidak semua jenis kendaraan 
yang bisa masuk dalam daftar penunjukan langsung”. (15 April 
2015) 
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Menurut beliau semua metode memiliki kelemahan tidak hanya beresiko  
nepotisme namun korupsi dan kolusi pun dapat terjadi, berikut lanjutan 
wawancara: 
“untuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat terjadi 
baik untuk metode pengadaan langsung, penunjukan  langsung 
maupun lelang sederhana, namun itu semua tergantung dari 
individunya atau masing-masing person, yang penting kita 
menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku”. (15 April 2015) 
 
Mengenai ketersediaan informasi yang tersedia dan memadai menurut 
beliau, bahwa informasi harus tersedia dan harus memadai menganai proses 
pengadaan yang dilaksanakan. 
“informasi dalam proses pengadaan yang dilakukan memang 
harus tersedia, dan sudah lengkap dan memadai, agar menekan 
terjadinya kesalah pahaman dan kecurigaan atas proses pengadaan 
yang dilakukan”. (15 April 2015) 
 
Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa informasi 
dalam proses pengadaaan barang/jasa di bagian perlengkapan Biro Umum dan 
Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Sulawesi Selatan itu sudah memadai 
untuk diketahui karena telah dijelasan secara terperinci. Walaupun pihak LPSE 
tidak memberikan secara gamblang proses yang dilaksanakan didalam website 
namun dengan penulis melakukan wawancara dan pihak panitia pengadaan 
bersedia menjelaskan seperti apa proses pengadaan yang dilakukan, maka 
dapat dikatakan bahwa segala sesuatu mengenai informasi yang diberikan 
sudah sangat memadai untuk diketahui publik. 
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B. Kemudahan Akses Informasi dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro 
Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Menurut teori Solihin perangkat pendukung indikator minimal suatu 
lembaga dapat dikatakan transparan antara lain: website, iklan layanan 
masyarakat, media cetak dan pengumuman. 
Pemerintah terus berupaya agar pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa bisa lebih transparan, hal ini dibuktikan dengan diadakannya LPSE 
(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang didalamnya terdapat wadah untuk 
informasi mengenai perencanaan pengadaan yaitu SIRUP (Sistem Informasi 
Rencana Umum Pengadaan). Dengan adanya sistem ini, setiap tahapan dan 
detail dalam perencanaan pengadaan barang/jasa serta anggaran yang akan 
digunakan dapat dilihat dalam situs SIRUP ini sehingga dapat menekan tingkat 
kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa. 
1. Kesiapan informasi untuk dapat diakses 
Informasi yang disampaikan dalam SIRUP tersebut sudah siap, dalam arti 
setiap informasi yang disampaikan memang sudah disusun dan diinput sesuai 
dengan pelakasanaan pengadaan yang dilakukan bagian perlengkapan. 
Agar informasi yang diperoleh oleh peserta lelang maupun masyarakat tidak 
terjadi misspresepsi maka diharapkan segala informasi yang disediakan dalam 
website LPSE ini memang sudah siap untuk disajikan untuk para pengguna 
layanan serta sudah siap untuk diketahui tanpa harus ada terjadi kecurigaan. 
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Seperti yang disampaikan dari hasil wawancara pada Sub Bagian 
Pemeliharaan dan pengadaan mengenai kesiapan informasi proses pengadaan, 
pada 15 april 2015: 
“selama diadakan pengadaan melalui LPSE ini transparansi itu 
ada, LPSE merupakan wadah atas ketersediaan informasi mengenai 
pengadaan barang/jasa dimana Infromasi yang kami input dalam 
website SIRUP adalah informasi tentang pengadaan barang/jasa yang 
sudah dirampungkan dan sementara dalam proses oleh bagian 
perlengkapan”. (15 April 2015) 
Berikut tampilan awal atau Home yang telah penulis akses dalam Laman 
LPSE yang dimana disajikan dengan kesiapan informasi dari berbagai macam 
informasi yang diperlukan pengguna layanan. 
Gambar 1.2 Tampilan Home LPSE 
Sumber : www.lpse.sulselprov.go.id/eproc/ diakses pada 10 April, 13:12 Wita. 
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Gambar 1.2 menunjukan tampilan awal setelah melakukan pencarian 
mengenai website LPSE provinsi Sulawesi Selatan melalui mesin pencari Google 
diinternet. Dapat dilihat pada gambar tersebut diatas berbagai macam informasi 
yang disediakan mengenai E-Procurement dan terdapat pilihan untuk 
mengetahui lebih detail informasi yang diinginkan, untuk informasi mengenai 
penyampaian informasi yang dilakukan dibagian perlengkapan, untuk informasi 
mengenai pengadaan apa saja yang dilaksanakan dapat dilihat melalui Website 
LPSE Provinsi Sulawesi Selatan dalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana 
Umum Pengadaan). 
Dari hasil wawancara dan gambar dari laman LPSE dapat dikatakan 
bahwa informasi yang disediakan dalam laman ini sudah memiliki kesiapan yang 
matang seperti yang disampaikan dalam wawancara yang dilakukan, berikut juga 
dengan gambar yang di tampilkan itu menunjukkan bahwa informasi yang 
disediakan sudah siap, baik itu untuk rencana pengadaan, proses pengadaan, 
apa saja kegiatan pengadaan yang dilakukan serta dapat mencari lelang yang 
akan diadakan. 
2. Kemudahan dalam mengakses 
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) lebih mempermudah 
masyarakat dalam mengawasi setiap proses ataupun informasi mengenai 
pengadaan barang/jasa apa saja yang sedang diadakan oleh bagian 
perlengkapan. Setiap pengadaan dipublikasikan melalui Website LPSE dalam 
SIRUP dimulai dari jenis pengadaan hingga metode pengadaan. 
Adapun keterangan mengenai kemudahan memperoleh informasi 
pengadaan dalam wawancara pada 17 Maret 2015, seperti berikut: 
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“Masyarakat luas dapat melihat melalui website LPSE dan 
mengklik SIRUP untuk mengetahui setiap informasi pada proses 
pengadaan tersebut berlangsung, tempat pengadaan serta berapa 
anggaran yang digunakan untuk pengadaan semua terinput jelas dan 
mendetail dalam SIRUP tersebut”. (17 Maret 2015) 
Lebih lanjut beliua menjelesakan bahwa: 
“akses yang disediakan ini sangat mudah dijangkau dan 
siapaun bisa masuk dan mendapatkan informasi mengenai 
pengadaan”. (17 Maret 2015) 
Selanjutnya wawancara dari salah satu Rekanan mengenai kemudahan 
dalam mengakses informasi tentang pengadaan barang/jasa sebagai berikut: 
“Dalam memperoleh informasi mengenai proses pengadaan 
barang/jasa yang dilakukan diBagian perlengkapan, Biro Umum dan 
Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
sangat mudah untuk diperoleh karena segala informasi sudah 
dipublikasikan melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum 
Pengadaan)”. (17 Maret 2015) 
Dari hasil wawancara diatas mengenai kemudahan dalam mengakses 
informasi mengenai website yang disediakan dapat dikatakan sangat mudah 
dijangkau karena untuk mengakses melalui website LPSE tidak perlu banyak 
yang dilakukan, dengan cara mengetik laman LPSE Provinsi Sulawesi Selatan di 
mesin pencari google dan langsung mengklik SIRUP yang kemudian kita bisa 
melihat satuan kerja atas pengadaan yang dilakukan di Biro Umum dan 
Perlengkapan. 
Begitu pula mengenai akses informasi yang dapat diperoleh, yang dikatakan 
salah satu rekanan bahwa sangat mudah untuk akses memperoleh informasi 
mengenai pengadaan yang dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
pengadaan yang dilakukan diBiro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan sudah ada Transparansinya karena ada akses yang 
diasiapkan dan mudah untuk diperoleh. 
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Berikut adalah bentuk tampilan dalam mengakses situs SIRUP (Sistem 
Informasi Rencana Umum Pengadaan) pada LPSE Provinsi Sulawesi Selatan: 
Gambar 1.3 Tampilan Satuan Kerja Biro Umum dan Perlengkapan tahun 
anggaran 2015 dalam SIRUP: 
Sumber: www.sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/penyedia/satker/74093 diakses pada 10 
April 2015, 13:20 Wita. 
 
GAMBAR 1.3 menunjukkan bahwa dalam SIRUP masyarakat dapat 
dengan jelas melihat apa saja yang menjadi rencana pengadaan dan akan 
dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat 
Daerah. 
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Digambar tersebut telah dicantumkan jenis paket pengadaan beserta 
jumlah anggaran yang dibutuhkan serta metode apa saja yang digunakan. 
Dengan dilampirkannya pengadaan yang dilakukan serta pemilihan 
penyedianya maka dapat dikatakan sangat mudah untuk memperoleh informasi 
yang diperlukan untuk proses pengadaan tersebut, dengan kemudahan dalam 
memperoleh informasi ini maka dapat dikatakan bahwa prinsip transparansi 
dalam hal pengadaan barang/jasa pada Biro Umum dan Perlengkapan 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikategorikan tinggi karena 
masyarakat mudah untuk melakukan pengawasan. 
3. Kebebasan dalam Mengakses 
Dalam mendukung proses pengadaan barang/jasa yang transparan maka 
dibentuklah LPSE  (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dimana sistem ini 
merupakan sistem yang dilaksanakan melalui elketronik, dimana pada zaman ini 
elektronik merupakan suatu hal yang sudah begitu dapat diketahui oleh setiap 
orang. LPSE merupakan wadah yang disiapkan dengan tujuan bukan hanya 
unutk menciptakan transparansi dalam hal pengadaan melainkan untuk 
memberikan kemudahan dalam melakukan proses lelang dan sebagainya. 
Begitu pula dengan yang dijalankan oleh pejabat pengadaan yang ada di Biro 
Umum dan Perlengkapan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan yang dengan 
adanya LPSE mereka dapat menyampaikan rencana dalam melakukan proses 
pengadaan barang/jasa. 
Ketersediaan akses dalam pelaksanaan maupun pengawasan proses 
pengadaan barang/jasa secara elektronik harus didukung dengan kemudahan 
mengakses serta kebebasan masyarakat untuk mengakses apa saja informasi 
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yang telah disediakan LPSE dalam hal ini masyarakat sebagai salah satu 
pengawas dalam mendukung terwujudnya transparansi pengadaan barang/jasa. 
Berikut wawancara di Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan, Biro 
Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
mengenai kebebasan dalam mengakses informasi mengenai proses pengadaan 
barang/jasa yang dilakukan, pada 15 April 2015 : 
“untuk dapat masuk dalam website LPSE, masyarakat dan 
siapasaja bebas untuk membuka dan melihat website tersebut, 
begitupula dalam mengakses informasi yang disediakan, 
masyarakat dan siapasaja bisa mengaksesnya”. (15 April 2015) 
Lebih lanjut beliau menjelaskan: 
“mengakses informasi tersebut bebas dilakukan oleh siapa 
saja karena dapat diketahui saat ini proses pengadaan yang 
dilakukan sudah melalui Online jadi harus ada akses internet, dan 
untuk masyarakat yang ingin mengakses infromasi tersebut harus 
dapat mengetahui cara berinternet serta memiliki jaringan internet’. 
(15 April 2015) 
Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bawha: 
“Masyarakat dan siapa saja bisa mengakses informasi 
yang disediakan dalam website tersebut tanpa harus melakukan 
login password untuk dapat bisa masuk dalam Halaman Website 
LPSE, tapi jika akses untuk ikut pelelang pengadaan itu harus 
daftar terlebih dahulu diLPSE sesuai dengan ketentuan, yang 
harus lolos terlebih dahulu berkas-berkas yang disyaratkan, seperti 
komponen profil perusahannya, dan kelengkapan lainnya”. (15 
April 2015) 
 
Lebih lanjut hasil wawancara dari pegawai yang bekerja disalah satu 
perusahaan dimana perusahaan tersebut merupakan salah satu organisasi yang 
bekerjasama dengan Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan Di Biro Umum 
dan Perlengkapan Sekda Prov. Sulsel, tanggal 3 Juni 2015: 
77 
 
“Layanan yang disediakan oleh pihak ULP sangat 
membantu pengguna layanan dalam memperoleh informasi dan 
memudahkan dalam bertransaksi serta menawarkan produk yang 
diinginkan oleh pihak Sub Bagian Pengadaan Dan Pemeliharaan 
Di Biro Umum Dan Perlengkapan Sekda Prov. Sulsel”(3 Juni 2015) 
Dari hasi wawancara di Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan serta 
wawancara dengan salah satu rekanan mengenai kebebasan dalam mengakses 
informasi dapat penulis simpulkan bahwa bebasnya mengakses informasi dalam 
website tersebut oleh masyarakat luas dapat dikatakan bahwa tingkat 
transparansi yang dilakukan di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikategorikan tinggi. 
4. Informasi yang Disajikan Tepat Waktu 
Jika untuk mengakses informasi atas proses pengadaan ini sangat 
mudah dan bebas diperoleh dapat dikatan bahwa tingkat transparansinya 
dikategorikan tinggi, namun jika untuk mengakses saja sangat sulit dan untuk 
mengakses tidak bebas  dan diperlukan banyak persyaratan untuk dapat 
mengakses maka dapat dikatan tingkat pengawasan untuk transparansinya ini 
rendah.  
Walaupun untuk mengakses sangat mudah dan bebas kalau informasi 
yang disajikan itu tidak tepat waktu maka sama saja informasi yang didapatkan 
itu nihil karena kurang update, serta jika tidak ada ketepatan waktu maka pihak 
penyedia akan dirugikan karena tidak bisa mempersiapkan diri untuk melakukan 
pelelangan karena informasi yang didapatkan itu tidak sesuai waktu dan jadwal 
lelang. 
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Berikut wawancara yang dilakukan dibagian Pengadaan dan 
Pemeliharaan mengenai ketepatan waktu atas akses informasi, pada 15 April 
2015: 
“informasi yang disajikan ini harus tepat waktu dan kalaupun 
memang ada perubahan waktu maka harus disampaikan alasannya 
kenapa terjadi perubahan”. (15 April 2015) 
Lebih lanjut beliau menjelaskan: 
“misalnya dilakukan pengunduran proses pengadaan, maka 
dilakukan perpanjang proses pemasukan dan penawaran, misalnya 
setelah dilakukan pemasukan penawaran diperlukan penjelasan 
dokumen (Aanwijzing) yang dimana terdapat tahapan-tahapan 
penyusunan jadwal, misalnya ada yang bertanya tidak jelas dan 
tidak ada dalam dokumen, hal ini bisa dirubah dan bisa dilakukan 
perpanjangan jadwal (adendum) lalu selanjutnya dilakukan akses 
ulang”. (15 April 2015) 
 
Informasi yang  disajikan harus sesuai dengan waktu yang telah di 
tetapkan seperti halnya pelelangan sederhana alokasi waktu untuk penayangan 
pengumuman hanya 4 (empat) hari kerja dan masa sanggah lebih pendek yaitu 
selama 3 (tiga) hari kerja. Sedangkan untuk pelalangan umum alokasi waktu 
untuk penayangan pengumuman selama 7 (tujuh) hari kerja. Apabila masa yang 
ditentukan telah lewat atau informasi yang akan di sebarkan melalui LPSE tidak 
di update, maka informasi tersebut dikatakan tidak tepat waktu sesuai dengan 
waktu yang di tentukan dan dilakukan pengunduran jadwal lelang dan 
pengaksesan ulang. 
Berikut wawancara dengan pihak rekanan mengenai ketepatan waktu 
informasi yang disajikan: 
“waktu penyampaian pengumuman lelang disampaikan sesuai 
jadwalnya, dimana kami pihak rekanan yang harus terus update 
terhadap jadwal lelang dan pengadaan yang akan dilakukan 
karena ada batas waktu untuk memasukkan dokumen penawaran, 
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apabila kami pihak rekanan terlambat mengetahui informasi 
tersebut maka kami harus menunggu sampai ada pengadaan 
selanjutnya atau apabila terjadi pengunduran jadwal lelang”. (03 
Juni 2015) 
Dari hasil wawancara diatas pada Sub Bagian Pengadaan dan 
Pemeliharaan bahwa dalam penyajian informasi harus disajikan secara tepat 
waktu yang dimana ada berbagai macam cara jika ada pengunduran ataupun 
perpanjangan jadwal pelelangan, serta wawancara terhadap pihak rekanan. 
Dengan ketepatan waktu yang disajikan dapat dikatakan bahwa tingkat 
transparansi pengadaan barang/jasa Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kerjasama dengan LPSE ini dapat 
diketegorikan tinggi. 
C.   Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa 
Di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Setiap kegiatan yang dilakukan baik itu dilakukan untuk kelancaraan 
proses kerja maupun untuk proses Pengadaan yang dilakukan di lingkup 
Sekretariat Daerah itu tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah 
yang terjadi entah itu datang dari pihak intern maupun ekstern yang dimana 
keduanya saling berhubungan satu sama lain. 
Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di Sub Bagian 
Pengadaan dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan ini terdapat berbagai masalah yang harus dihadapi, 
berikut wawancara yang dilakukan di Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan, 
pada 15 April 2015: 
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“masalah yang dihadapi sekarang ini adalah masalah 
jaringan yang ngadat atau lambat yang dapat mengurangi tingkat 
efektifitas pekerjaan yang dilakukan’. (15 April 2015) 
Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa: 
“jika jaringan sedang lambat sementara kita harus 
melakukan pekerjaan misalnya ingin meakses laman LPSE maka 
dapat membuat pekerjaan yang dilakukan ini terhambat dalam hal 
penyeselesaiannya”. (15 April 2015) 
Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan : 
“selain dengan lambannya jaringan, juga terkadang terjadi 
pemadaman listrik yang juga dapat menjadi masalah yang harus 
dihadapi dalam hal pengadaan barang/ jasa”. (15 April 2015) 
Masalah yang dihadapi hanya karena faktor jaringan dan terhadap listrik 
karena saat ini pengadaan yang dilakukan secara online otomastis lebih banyak 
pekerjaan yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan komputer yang 
harus menggunakan listrik. 
Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa masalah-
masalah yang terjadi dalam hal pengadaaan barang/jasa di Sub Bagian 
Pengadaan dan Pemeliharaan pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni: 
1. Masalah mengenai jaringan internet berupa Hotspot Wi-Fi yang kurang baik 
atau jaringan yang sering lambat. 
2. Pemadaman listrik juga merupakan salah satu masalah yang terjadi karena 
untuk menggunakan dan menjalankan komputer diperlukan aliran listrik. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa ketersediaan informasi dalam Proses Pengadaan Barang/jasa di Sub 
Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan pada Biro Umum dan Perlengkapan 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  meliputi tersedianya informasi 
mengenai proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan lingkup Kantor Gubernur dan Rumah jabatan, serta informasi 
mengenai metode pemilihan penyedia yang digunakan adalah metode 
pengadaan langsung, metode penunjukan langsung dan metode lelang 
sederhana.  
Informasi yang disediakan ini dapat dilihat ataupun diperoleh dalam 
website LPSE, namun untuk informasi mengenai proses pemilihan penyedia 
dalam hal ini penjelasan mengenai tata caranya dari metode-metode yang 
digunakan belum disajikan dalam laman LPSE, sehingga masyarakat harus 
mencari literatur yang lain yaitu dari KepPres ataupun buku-buku mengenai 
pengadaan barang/jasa Pemerintah. 
Kemudahan akses infromasi dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro 
Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 
dapat dilihat dari kesiapan informasi untuk dapat diakses melalui LPSE yang 
dengan bebas masyarakat dapat mengakses informasi dalam proses pengadaan 
barang/jasa tanpa harus login password  terlebih dahulu kecuali bagi yang ingin 
ikut lelang harus melakukan login password, dengan informasi yang disajikan 
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tepat waktu sehingga informasi yang didapatkan masyarakat selalu sesuai 
dengan waktu dilakukannya pengadaan barang/jasa. 
Dengan kemudahan yang diperoleh maka masyarakat dapat dengan 
mudah melakukan pengawasan terkait halnya dengan pengadaan barang/jasa. 
Maka dapat disimpulkan bahwa dengan mudahnya informasi yang diperoleh 
dapat dikatakan bahwa tingkat transparansi di Sub Bagian Pengadaan dan 
Pemeliharaan pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan ini termasuk dalam kategori tinggi. 
Sering terganggunya jaringan internet dan pemadaman listrik merupakan 
masalah yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa di Sub Bagian 
Pengadaan dan Pemeliharaan pada biro umum dan perlengkapan sekretariat 
daerah provinsi sulawesi selatan. 
B. Saran 
Adapun saran-saran dari penulis sesuai dengan pengetahuan dan 
pengalaman dari penulis selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 
1) Sebaiknya Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan agar menyegerakan pembentukan Kantor LPSE dan ULP 
sehingga status kepegawaiannya jelas dan tidak ada lagi tugas yang saling 
tumpang tindih yang dikerjakan oleh pegawai. 
2) Saran kepada pejabat pengadaan yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan 
bekerja sama dengan LPSE mengenai proses pengadaan barang/jasa 
berbasis elektronik agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan pihak 
rekanan mengenai cara pengoperasiannya. 
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3) Saran kepada pihak Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan yaitu agar 
lebih menjaga kestabilan jaringan dengan membuat komitmen dengan 
provider dan menetapkan provider yang digunakan agar pihak rekanan 
ataupun masyarakat bisa bebas mengakses website LPSE, serta menjaga 
keabsahan dan kualitas informasi yang disediakan agar terjadi tranparansi 
yang sangat tinggi.  
4) Saran kepada pihak rekanan yaitu agar lebih meningkatkan kualitasnya 
sebagai penyedia barang agar lebih mudah memahamai berbagai aspek 
informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Sub Bagian 
Pengadaan dan Pemeliharaan pada Biro Umum dan Perlengkapan 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
5) Saran kepada masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi dan mengamati 
segala proses yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa. Dan lebih 
berani bersuara jika menemukan kecurangan ataupun kesalahan dalam 
proses pengadaan barang/jasa untuk dapat meningkatkan transparansi 
dalam proses apupun yang dilakukan pemerintah. 
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